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ABSTRAK

Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna tanah, serta
mengefektifkan penggunaan tanah di daerah yang berpenduduk padat, diperlukan
pembangunan rumah susun. Perkembangan pembangunan rumah susun di
Indonesia tidak selalu mudah, rencana pengubahan tata letak oleh pengembang
pada rumah susun yang sudah memiliki sertipikat hak milik atas satuan rumah
susun tidak dengan mudah dilaksanakan. Sehingga diperlukan langkah antisipatif
terkait kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi saat akan diadakan rencana
pengubahan tata letak pada satuan rumah susun yang sudah memiliki sertipikat
hak milik atas satuan rumah susun.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
konseptual. Penulis merujuk kepada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan
dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun.doktrin-doktrin hukum, meskipun
tidak secara eksplisit. Konsep dapat juga diketemukan di dalam undang-undang
khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, juga
merujuk pada bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan
hukum primer antara lain buku-buku yang berkaitan dengan rumah susun. Data-
data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir logika
deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi
kesimpulan yang bersifat umum.

Pertelaan, akta pemisahan serta gambar denah tingkat rumah susun yang
telah ada memiliki kekuatan mengikat yang kuat antara penyelenggara rumah
susun, pemerintah, dan konsumen rumah susun. Tindakan Hukum yang dilakukan
pengembang terkait dengan rencana pengubahan tata letak rumah susun yang
sudah memiliki sertipikat hak milik atas satuan rumah susun bukan hanya
tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang
Rumah Susun, diperlukan tindakan lain seperti negosiasi, mediasi dengan
konsumen, serta pengembang harus memperhatikan kedudukan PPPSRS dalam
suatu rumah susun. Perlindungan hukum bagi konsumen bukan berdasarkan
perlindungan konsumen saja tetapi juga perlindungan terhadap pemilik sertipikat
hak milik atas satuan rumah susun.
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LEGAL RESEARCH OF LAYOUT MODIFICATION PLAN BY THE
CONDOMINIUM DEVELOPERS WHO HAVE HAD TITLE DEED TO
CONDOMINIUM UNIT IN RELATION TO LEGAL PROTECTION FOR
CONDOMINIUM UNIT OWNERS (A NORMATIVE STUDY OF LAW NO. 8
YEAR 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION jo. LAW NO. 20
YEAR 2011 CONCERNING CONDOMINIUM)

ABSTRACT

The construction of condominium in the populous areas with the purpose
of improving the efficiency and effectiveness in the use of land is very essential.
The development of the construction of condominium in Indonesia, however, can
be problematic. It is not a simple task to implement the plans of layout
modification by the condominium developers who have had the title deed to
condominium unit. Therefore anticipative measures are required in relation to the
layout modification plan for such condominium unit.

This study is prepared by using normative juridical method in conceptual
approach. Therefore, in this study, the author refers to the principles of law which
can be found in either views of scholars or legal doctrines, including concept,
although it is not in explicit way as adopted by Law Number 20 Year 2011
concerning Condominium, and Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer
Protection. Aside from this, the author refers to secondary legal materials
describing primary legal materials such as the books related to condominium.
The data of this study is examined by using qualitative analysis with the deductive
logic mindset, so as to draw the conclusions from real individual cases to be
general conclusions.

The plan of layout modification for condominium units which have had
title deed to condominium unit is not an easy task due to explicitly mutual sharing
land, objects etc. Therefore, the validity of the list of descriptions, the separation
deed, and the existing blueprint of condominium has a binding power among the
government, the developer, and the condominium users. There are some
important actions that must be taken by the developers when they are going to
perform some changes in the condominium layout.
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